BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMIOR 173/BPP.RD/ 2020

TENTANG

KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2)

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

bahwa untuk efisiensi pelaksanaan tugas pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan
memperhitungkan perkiraan besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk penerbitan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut, maka perlu
ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Batas Minimal Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebBagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pemnagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



10.

Undang-Und:ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran.Nggara.Regnnhlik.Indonesia .Tahor (1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undiang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189};

Undang-Undiang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik InQonesia Nomor 4438);
Undang-Undiang Nomor S Tahun 2007 fentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
Undang-Undiang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203), sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajalk Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu
Bara; ,

14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Telknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajalk Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU
DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KABUPATEN BATU BARA.



_ KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah).

Keputusan ini ditetapkan untuk menjadi dasar penetapan Pajak
Bumi dan Bamngunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mare/ 2020
BUPATI BATU BARA

TTD

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala

Hukum

» SHI

NIP. 19660707 198602 1 001



KESATU  : Menetapkan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi
' dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu

rupiah).

KEDUA : Keputusan ini ditetapkan untuk menjadi dasar penetapan Pajak
Bumi dan Bamgunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal 6 Mapf 090
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

, SH
NIP. 19660707 198502 1 001



KESATU : Menetapkan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu

rupiah).

KEDUA : Keputusan ini ditetapkan untuk menjadi dasar penetapan Pajak
Bumi dan Bamgunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kabupaten Batu Bara.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Maref 2020
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

» SH
NIP. 19 07 198602 1 001



